
 

 

 

 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 

PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
 

NOMOR  49  TAHUN  2013  
 

T E N T A N G 
 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH 
NOMOR 3 TAHUN  2011 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG 
DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH 

(BLUD) RUMAH  SAKIT  UMUM  DAERAH (RSUD) dr.  DORIS  SYLVANUS 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

Menimbang  :  a.  bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 20 ayat (2) Peraturan  
Pemerintah Nomor 23 Tahun 2006 tentang Pengelolaan 
Keuangan Badan Layanan Umum, menyatakan 
kewenangan pengadaan barang/jasa oleh Badan Layanan 
Umum berdasarkan jenjang nilai yang diatur dalam 
Peraturan Gubernur; 

b. bahwa sehubungan dengan telah diubahnya Peraturan 
Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang 
dan Jasa dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 
2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan 
Jasa, maka Peraturan Gubernur Nomor 3 Tahun 2011 
tentang Prosedur Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di 
Lingkungan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah 
Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus perlu 
disesuaikan; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 
Kalimantan Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Prosedur 
Pengadaan Barang dan/atau Jasa Di Lingkungan Badan 
Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum 
Daerah (RSUD) dr. Doris Sylvanus; 

 

Mengingat   :  1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang 
Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan 
Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 
1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra 
Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan 
Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 1622); 
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   2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

   3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

   4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana 
telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Dearah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 

   5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 
144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
5063); 

   6. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah 
Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 153 Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5072); 

   7. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502); 

   8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

   9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan Antara  Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4737); 

   10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah 
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden 
Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas 
Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 
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   11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan 
Daerah; 

 
   12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 

 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan 
 Layanan Umum Daerah; 

  13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 8 
Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. 
Doris Sylvanus (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 16) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Provinsi  Kalimantan  Tengah Nomor 5 Tahun 2012 
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja RSUD dr. Doris Sylvanus 
(Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Tengah Nomor 47); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan  :  PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS 
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR 3 
TAHUN 2011 TENTANG PROSEDUR PENGADAAN BARANG 
DAN/ATAU JASA DI LINGKUNGAN BADAN LAYANAN UMUM 
DAERAH (BLUD) RUMAH SAKIT UMUM DAERAH (RSUD) dr. 
DORIS SYLVANUS. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Kalimantan 
Tengah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Prosedur Pengadaan 
Barang dan/atau Jasa Di Lingkungan Badan Layanan Umum 
Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dr. Doris 
Sylvanus (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 
2011 Nomor 3) diubah sebagai  berikut: 

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga Pasal 1 
berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 
1. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut 

BLUD adalah satuan kerja Perangkat Daerah yang 
memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa 
penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi 
dan produktifitas. 
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2.  Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan 
keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang 
dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum. 

3.  Penyediaan Barang/Jasa adalah Badan usaha atau orang 
perseorangan yang kegiatan usahanya menyediakan 
barang/layanan jasa. 

4.  Panitia Pengadaan adalah Tim/unit pada BLUD atau 
Tim/unit tersenditi yang dibentuk oleh Pemimpin BLUD 
yang ditugaskan secara khusus untuk melaksanakan 
pengadaan barang dan/atau jasa guna keperluan BLUD. 

5.  Pejabat Pengadaan adalah personil yang ditunjukan 
untuk melaksanakan Pengadaan Langsung. 

 

2. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 5 
berbunyi sebagai berikut: 

 
Pasal 5 

(1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 3 ayat (1), diselenggarakan berdasarkan 
jenjang nilai yang diatur sebagai berikut: 
a. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai sampai 

dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus  juta rupiah) 
dapat dilakukan pembelian dengan metode pengadaan 
langsung  kepada penyedia barang/jasa oleh pejabat 
pengadaan/unit layanan pengadaan yang ditunjuk 
tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau 
non kecil dengan pertanggungjawaban berupa kwitansi 
pembayaran dengan materai secukupnya yang 
dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Barang 
dari Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan 
Berita Acara Serah Terima Pekerjaan. 

b. Pengadaan barang dan/atau jasa, khususnya untuk 
pengadaan Obat, ABHP dan Belanja 
Makanan/Minuman Pasien dengan nilai paling banyak 
Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dapat 
dilakukan dengan metode pengadaan langsung kepada 
penyedia barang/jasa oleh pejabat pengadaan/unit 
layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa membedakan 
golongan pengusaha kecil atau non kecil dengan 
pertanggungjawaban berupa kwitansi pembayaran 
dengan materai secukupnya yang dilengkapi dengan 
Berita Acara Pemeriksaan Barang dari Panitia 
Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) dan Berita Acara 
Serah Terima Pekerjaan. 

c. Pengadaan barang dan/atau jasa dengan nilai paling 
sedikit Rp. 200.000.000,00 (satu milyar rupiah) 
sampai dengan nilai paling banyak                       
Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan 
metode penunjukan langsung kepada penyedia   
barang dan/atau jasa lainnya dilaksanakan oleh 
panitia/unit layanan pengadaan yang ditunjuk tanpa 
tanpa membedakan golongan pengusaha kecil atau 
non kecil dengan pertanggungjawaban berupa 
kontrak. 
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d. Pengadaan barang dan/jasa  dengan nilai            
paling sedikit Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar 
rupiah) sampai dengan nilai paling banyak Rp. 
5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) dengan metode 
pelelangan sederhana melalui agen tunggal, 
distributor, dan atau penyedia barang dan/jasa 
lainnya dilaksankan oleh panitia/unit layanan 
pengadaan yang ditunjuk dengan pertanggungjawaban 
berupa kontrak. 

e. Pengadaan barang dan/jasa dengan nilai  paling 
sedikit Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) 
sampai dengan nilai paling banyak Rp. 
100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan 
dengan metode pelelangan/ tender umum oleh 
panitia/unit layanan pengadaan dengan 
pertanggungjawaban berupa kontrak. 

 
(2) Dalam penetapan penyedia barang dan/atau jasa 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu 
mendapatkan persetujuan tertulis dari Pejabat yang 
ditunjuk oleh Pemimpin BLUD dengan melibatkan semua 
unsur Pejabat Pengelola BLUD. 

 
Pasal II 

 
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan 
penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan 
Tengah. 

 
 

 Ditetapkan di Palangka Raya 
pada tanggal  7 Juni  2013       
 

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, 
 

ttd 
 

AGUSTIN TERAS NARANG 
Diundangkan di Palangka Raya 
pada tanggal  7 Juni  2013   

 

SEKRETARIS DAERAH 
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 
ttd 

 
SIUN JARIAS 

 

 

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2013 NOMOR  49 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 
 

KEPALA BIRO HUKUM 

SETDA PROVINSI KALIMANTAN TENGAH, 

 

 
 

AMIR HAMZAH K. HADI 

 


